PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1887 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG
DAN BANGUNAN SELUAS + 540 M2 (LEBIH KURANG LIMA RATUS EMPAT PULUH
METER PERSEGI) PADA KELURAHAN MERUYA UTARA, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah
dilakukan serah terima Barang Milikk Daerah Gedung dan
Bangunan seluas £ 540 m? (lebih kurang lima ratus empat puluh
meter persegi} pada Kelurahan Meruya Utara, Kota Administrasi
Jakarta Barat yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para
pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status
penggunaannya pada Kelurahan Meruya Utara, Kota Administrasi
Jakarta Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa
Gedung dan Bangunan Seluas + 540 m? (lebih kurang lima ratus
empat puluh meter persegi) pada Kelurahan Meruya Utara, Kota
Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN  STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN
BANGUNAN SELUAS 1540 M2 (LEBIH KURANG LIMA RATUS EMPAT
PULUH METER PERSEGI) PADA KELURAHAN MERUYA UTARA, KOTA
ADMINISTRASI JAXARTA BARAT.

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung
dan Bangunan seluas + 540 m? (lebih kurang lima ratus empat puluh
meter persegi) pada Kelurahan Meruya Utara, Kota Administrasi
Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Lurah Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan
pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan
secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan
pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah
yang ada dalam penguasaannya.

Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi
tanggung jawab Lurah Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta
Barat.



KEEMPAT . Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

— LLAH MATALI

Tembusan :

. Gubernur DKI Jakarta
. Wakil Gubernur DKI Jakarta
. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Birc Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Barat

Nh WK -

e~



TIV.LVY

‘HVdaVY

SNSNHY HVAEAV

1878
00'000 000291 | SHEEr ‘wedusquIy e Ay | OLOL, s661 wnseg sose | A ovs eg | 010000 | TOOBOTOLOEET 61500 Eﬁwmm:ﬂwﬁﬁﬂ&ﬁ I
‘I7[[ BATUIOp UEWR], UeyBWInIag
suerey G TnT{= Ul —— P
ueFuelalay (dy) e3mwH Jeuwraly 1SeN0T / Heya uwswnyog oN |weysorad unyel| uweyojolsg meneg | wemyn | Bwereg honwoz Juureg apoy nup 9poy R P — oN
ereD /sy ugeped)

(D gDl NVNNDNYE NVA ONQAID

Lvavd VISVAVE ISVALSININGY VIO0M ‘VEVLN VANYAW NVHVENTIN vavd
NVNOONVE NV ONNAED VANYEE HVAAYA MITIN ONVEVE dV14vd

LVAVE VIAVAVE ISVELSININGY VIO ‘VAVLA VANNIN NVHVANTIE Vvavd

{(1oas¥ad YALAW HN'TNE LYdWE SNIVE VINTT ONVENN HIgd1) ¢W 0+SF SVIITES NYNNONYS
NV SNNAID VANEET HVAAVA XTI ONVAVE NVYNNDONID SNLVLS NVAVLINA
ONVINAL

1Z0Z NNHVL /881 u0OWON

VIAVIVE ViOAN4dl
SNSNHM HVAAVJ dNNIRLND NYSALNGTH
. NVAIdNVT




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

